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“Program Nasional untuk mendorong percepatan pelaksanaan
pembangunan sanitasi permukiman dengan memaksimalkan Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)”

Diluncurkan Wapres Budiono tahun 2009 pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional
(KSAN 1)

2010-2014 : dalam rangka mencapai MDGs (2015)
2015-2019: dalam rangka mencapai Universal Access (2019 /target RPJMN 2015-2019)

>807%
kabupaten/kota di
Indonesia telah
mempunyai SSK




STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

Kelurahan A

IPAL
Kelurahan C KOMUNAL
Pembangunan Tahun 2018
IPLT APBD: 300

Tahun 2017

; juta
APBD: 300 juta

Pembangunan
TPA

Tahun 2019
APBN:10 M

Kelurahan B
Penyediaan Air Bersih
Tahun 2017
Masyarakat: 100 juta

Berisikan profil dan rencana
pembangunan sanitasi kabupaten/kota
jangka menengah

SSK merupakan platform sinkronisasi
sumber dana di tingkat daerah

5 Feature SSK:

I N

Dari, Oleh dan Untuk Kabupaten/Kota
Berdasarkan data empiris

Komprehensif, Multi Sektor dan Terintegrasi
Skala Kab/Kota

Kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up



Menuju Universal Access dan SDGs (1)

Advokasi :
Peningkatan
kesadaran

Kelembagaan —

Peningkatan
kualitas —
perencanaan

Prasyarat, bukan sekedar tempelan

Ditujukan kepada kalangan pemerintah maupun
masyarakat

Kelompok kerja (pokja) sebagai forum koordinasi

Memerlukan dukungan politis dan otoritas
keuangan oleh pimpinan daerah

Institusi pengelola yang jelas dan regulasi yang

lengkap yang berorientasi pada layanan yang
berkelanjutan

Perencanaan skala kota berdasarkan data
empiris/aktual

Komprehensif dan lintas sektor

Mengkombinasikan pendekatan top down dan
bottom up




Menuju Universal Access dan SDGs (2)

Kualitas
Perencanaan

Implementasi

Monitoring
dan Evaluasi
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« Mampu mengakomodasi kebutuhan
spesifik kota/kabupaten

« Target yang ditetapkan selaras dengan
target pembangunan nasional dan
daerah

 Sinergi program dan sumber-sumber
pendanaan

« Memastikan implementasi berlangsung
efisien dan tepat sasaran

« Mengalokasikan dana yang cukup untuk
Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

« Melakukan monitoring dan evaluasi,
serta membangun basis data yang valid




Bergerak bersama menvuju pemenuhan Universal Access

PUSAT HNOMINN Kabupaten/Kota Masyarakat

Penyiapan readines Pemberdayaan
kriteria (lahan)
masyarakat

Dukungan
pendanaan:
Hibah bantuan
keuangan

Perpres sanitasi

Penyiapan
kelembagaan /
pengelola infrastruktur

Permendagri
pengelolaan sanitasi

Promosi PHBS

Pengawalan usulan
kegiatan sanitasi
dalam proses
penganggaran

daoerah

Dana fransfer

Pendanaan OM
daerah

Infrastruktur
berbasis

Penerbitan Peraturan masyarakat

Daserah

Akses berbagai sumber
pendanaan sanitasi

Sinkronisasi
program
kegiatan

Investasi rumah
tangga

Infrastruktur skala
kawasan/kota

Kegiatan fisik dan non
N




SETELAH SSK
;: LALU APA?2??
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(VB 1. ADVOKASI KEPALA DAERAH

2. PENYELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN

3. ME-REVIEW IMPLEMENTASI DAN PEMENUHAN
KRITERIA KESIAPAN

|

% 4. SINERGI DAN KOLABORASI

4

5. OPTIMALISASI POTENSI PENDANAAN SANITASI

/



Terima Kasih




